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ABSTRAK 

 

Rahayu Mawardhani, (2020) : Pelaksanaan Pembiayaan Dalam Pembelian 

Barang Elektronik Secara Kredit Melalui PT 

Home Credit Indonesia Berdasarkan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018 

Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 

Pembiayaan 

Pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan 

pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayyran 

angsuran atuu berkala. Merupakan salah satu bentuk trnnssksi pembiayyan dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam layynan jasa keuangan tanpa 

menggunakan syaratt yang memberatkan. P.T Home credit Indonesia merupakan 

salah satu perasahaan pembiayaan yyng berfokus pada alat-alat elektronik 

handphone, furniture, barung- barang keperluan sehari-hari dan lain-lain. Kegiatan 

pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya 

dilakukan secara angsuran atua berkala oleh konsumen tiap bulannya sesusia 

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pada Toko Golden Cell. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian iai adalah bagaimana 

pelaksanaan pembiayaan dalam pembelian barung elektronik oleh home credit 

Indonesia ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 

/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang 

dilakukan dengan mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana 

efektifitas hukum ini berlaku di masyarakat, sampel yang diambil dalam penelitian 

ini adalah pemilik toko Golden Cell (Bapak Manager), marketiag home credit 

Indonesia dan nasabah atau konsumen toko Golden Cell. 

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukan bahwa dalam 

pelaksanaannya banyak para nasabah yang melanggar Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 

Pembiayaan adalah kurang jeli atau kurang waspada terhadap syarat yang akan 

diajukan oleh pihak nasabah. sehingga terjadi kredit macet dengan berbagai alasan 

nasbah diantaranya adalah usahanya bangkrut kemalangan dan lain-lain. 

berdasarkan hal tersebut maka pihak Golden Cell melakukan beberapa upaya 

apabila terjadi kredit macet salah satunya adalah Terlebih dahula diberikan somasi 

atau teguran, setelah disampaikan teguran apabila tidak ada raspon dari nasabah 

tersebut maka akan ditiadak lanjut dengan tahapan berikutuya yaitu penarikan 

barang jaminan kemudian memberikan tenggang waktu sesuai dengan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan 

Usaha Perusahaan Pembiayaan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia termasuk salah satu Negara di Asia Tenggara yang tingkat 

pertumbuhan ekonominya berkembang cukup pesat. Tingkat pertumbuhan 

ekonomi Indonesia yang cukup pesat tersebut mengakibatkan kebutuhan 

masyarakat juga berkembang dengan pesat, tidak hanya dibidang kebutuhan 

pokok seperti pangan, sandang dan perumahan tetapi juga berkembang kepada 

tingkat kebutuhan sekunder bahkan tertier. 

Salah satu kebutuhan sekunder masyarakat di Indonesia adalah 

kebutuhan akan barang-barang elektronik, perabot rumah tangga, sepeda 

motor maupun mobil untuk dipergunakan baik di dalam rumah tangga maupun 

untuk menunjang perkembangan usaha yang dimiliki oleh masyarakat 

tersebut. Kompleksnya kebutuhan masyarakat dewasa ini maka tidak semua 

kebutuhan tersebut dapat dipenuhi / dibeli secara tunai karena keterbatasan 

penghasilan / pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu untuk 

memenuhi kebutuhan sekunder maupun tertier dari masyarakat lahirlah 

lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non bank yang memberikan 

fasilitas kredit maupun pembiayaan kepada masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhannya yang kompleks tersebut.
1
 

                                                 
1
 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, (Bandung : Citra  

Aditya Bakti, 2002), hlm. 28 
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Perusahaan pembiayaan lahir pada tahun 1988 melalui Keputusan 

Presiden No. 61 Tahun 1988 yang membuka peluang bagi berbagai badan 

usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain 

untuk menyediakan dana guna menunjang pertumbuhan perekonomian 

Indonesia. Kegiatan-kegiatan pembiayaan tersebut dilakukan oleh suatu 

lembaga yang  namanya adalah lembaga pembiayaan atau perusahaan 

pembiayaan yang pada umumnya memiliki badan hukum seperti Perseroan 

Terbatas (PT) dan Koperasi. Melalui perusahaan pembiayaan tersebut pelaku 

bisnis maupun masyarakat luas dapat memperoleh barang-barang elektronik, 

perabot rumah tangga, sepeda motor maupun mobil yang dibutuhkannya 

dengan sistem pembelian secara angsuran (cicilan), dengan atau tanpa 

menggunakan uang muka (down payment).
2
 

Dizaman yang semakin modern seperti sekarang ini, berbagai lembaga 

keuangan telah hadir untuk memudahkan perencanaan financial. Salah satu 

lembaga yang perlu diketahui adalah penyedia layanan pembiayaan bagi 

konsumen yang ingin membeli barang secara non-tunai. Pembayaran model 

seperti ini sering diebut dengan cara angsuran atau kredit. Keinginan manusia 

memang tidak pernah ada habisnya. 

Perusahaan atau lembaga pembiayaan adalah badan usaha diluar bank 

atau lembaga keuangan bukan bank lainnya yang memberikan fasilitas 

pinjaman kepada nasabahnya untuk suatu keperluan. Sama seperti bank dan 

lembaga resmi lainnya, mekanisme mengenai perusahaan pembiayaan telah 

                                                 
2
 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2006), hlm. 12 



3 

 

diketahui Negara dan sudah diatur dalam Peraturan Presiden nmomor 9 tahun 

2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Pada umumnya, lembaga keuangan 

seperti bank akan memberikan dara cair kepada para calon debiturnya. Lain 

haalnya dengan perusahaan pembiayaan, ketika mengajukan kredit ke lembaga 

ini nasabah tidak akan mendapat dana cair, melainkaan persetujuan 

perusahaan untuk membiayai kredit barang nasabah, jadi dana tunai 

dibayarkan perusahaan pembiayaan kepada pihak ketiga, tempat nasabah 

melakukan transaksi pembelian. 

Pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan 

pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem 

pembayaran angsuran atau berkala. Pembiayaan konsumen merupakan salah 

satu bidang usaha lembaga pembiayaan. Pembiayaan konsumen adalah juga 

disebut dengan istilah kredit konsumsi (consumer credit), hanya saja jika 

pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara 

kredit konsumsi diberikan oleh bank.
3
 Fasilitas kredit untuk pembelian barang 

elektronik adalah termasuk kredit konsumsi dengan tujuan penggunaanya 

untuk memiliki barang elektronik yang dipakai sendiri oleh konsumen.
4
 

Di Indonesia badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan 

bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam 

atau seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan biasanya disebut perusahaan 

pembiayaan atau perusahaan multi finance. Yang termasuk bidang usaha dari 

                                                 
3
 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta : PT Grasindo, 2010), 

hlm. 1 
4

 Johannes Ibrahim, Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam 

Perjanjian  Kredit Bank , (Bandung : Mandar Maju, 2010), hlm. 270 
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lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (leasing), perdagangan surat 

berharga, anjak piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu 

kredit. 

Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan yang 

mempunyai peranan penting sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk 

membantu pertumbuhan perekonomian. Perusahaan pembiayaan berdasarkan 

Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 

tentang lembaga pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk 

melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau 

usaha kartu kredit, perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas dan 

koperasi. 

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut pasal 

1 angka (7) Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (g) 

peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan 

pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan 

barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran dengan 

angsuran atau berkala. 
5
 

Dari definisi tersebut terdapat empat hal penting yang merupakan dasar 

dari pembiayaan konsumen, yaitu: 

1. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang 

dapat diberikan kepada konsumen. 

                                                 
5
 Zaeni Asyahadie, Hukum Bisnis dan Pelaksanaan di Indonesia, Jakarta : PT Grasindo 

Persada, 2012), hal. 120 
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2. Objek pembiayaan adalah barang kebutuhan konsumen, seperti komputer, 

barang elektronik, kendaraan bermotor dan lain-lain. 

3. Sistem pembiayaan angsuran dilakukan secara berkala, biasanya secara 

bulanan dan tagihan langsung kepada konsumen. 

4. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksible, tidak terikat dengan 

ketentuan 

Lembaga pembiayaan sendiri sangat banyak macam nya salah satunya 

yaitu PT Home Credit Indonesia yang lahir di Indonesia sejak tahun 2013 dan 

awal beroperasi di area Jakarta pada tahun 2013. Hingga awal tahun 2017 

berkembang di beberapa kota salah satu nya Kota Pekanbaru Riau. Selain 

melakukan perluasan layanan secara offline, Home Credit Indonesia juga terus 

mengembangkan inovasi layanan pembiayaan online melalui Aplikasi My 

Home Credit, lewat aplikasi ini calon konsumen dapat melakukan pengajuan 

permintaan pembiayaan hanya dari smartphone yang mereka miliki. 

PT Home Credit bekerja sama dengan toko yang ada di Kota 

Pekanbaru maupun toko-toko yang menyediakan pembiayaan secara kredit 

(pembiayaan non-tunai langsung ditempat) untuk konsumen yang ingin 

membeli produk-produk elektronik dsb. Ada banyak toko di Kota Pekanbaru 

yang bekerja sama dengan PT Home credit salah satunya Toko Ponsel Golden 

Cell yang berada di Jl. Garuda Sakti. 

Perjanjian pembiayaan multiguna yang diberikan oleh PT Home Credit 

Indonesia memiliki syarat dan ketentuan seperti: 
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1. Syarat dan ketentuan umum 

2. Aplikasi pembiayaan 

3. Penggunaan pembiayaan hanya untuk penggunaan tertentu 

4. Pengakuan hutang 

5. Pengiriman/ penyerahan barang/jasa 

6. Bunga, angsuran dan biaya-biaya lainnya 

7. Pelunasan lebih awal 

8. Produk tambahan 

9. Pembiayaan dan persetujuan dimasa yang akan dating 

10. Cidera janji 

11. Lain-lain  

Syarat dan perjanjian tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan peraturan 

otoritas jasa keuangan. 

Dalam pelaksanaan pembiayaan dalam pembelian barang elektronik 

Tahap Pembuatan Customer Profile. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, 

Marketing Department Home Kredit akan membuat Customer Profile yang 

isinya akan menggambarkan tentang : 

1. Nama calon debitur dan isteri/suami 

2. Alamat dan nomor telepon 

3. Nomor KTP 

4. Pekerjaan tetap 

5. Alamat tempat kerja 
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6. Kondisi Pembiayaan yang diajukan 

7. Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen 

Kemudian perusahaan tidak akan memproses permohonan yang tidak 

memiliki usaha/pekerjaan yang jelas maupun pemohon tersebut memiliki 

tabungan atau deposito yang relative besar. Dalam hal ini yang menjadi 

pertimbangan bukan jumlah uang mukanya tetapi kegiatan 

usaha/pekerjaannya. Perusahaan ingin mengetahui secara jelas dan pasti 

tentang pekerjaan calon nasabahnya supaya tidak terjadi hal yang tidak 

diinginkan yang dapat merugikan perusahaan. 

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018 

Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 33  

1. Seluruh perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan dengan 

Debitur wajib dibuat secara tertulis. 

2. Perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan dengan Debitur 

wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan 

konsumen sektor jasa keuangan. - 27 - Pasal 34 

a. Perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib 

paling sedikit memuat:  

1) Jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan. 

2) Nomor dan tanggal perjanjian pembiayaan. 

3) Identitas para pihak, termasuk pihak lain yang melakukan kerja 

sama pembiayaan dengan Perusahaan Pembiayaan (jika ada). 
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4) Barang atau jasa yang dibiayai. 

5) Tujuan pembiayaan. 

6) Nilai barang atau jasa yang dibiayai. 

7) Jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan. 

8) Jangka waktu pembiayaan. 

9) Tingkat suku bunga pembiayaan. 

10) Agunan termasuk penyimpanan bukti kepemilikan atas agunan 

(jika ada). 

11) Rincian biaya terkait dengan pembiayaan terdiri atas:  

a) biaya survei (jika ada). 

b) biaya asuransi (jika ada). 

c) biaya penjaminan (jika ada). 

d) biaya pembebanan agunan (jika ada). 

e) biaya provisi (jika ada). 

f) biaya notaris (jika ada); dan/atau  

12) biaya lain (jika ada); l. klausul pembebanan jaminan fidusia, hak 

tanggungan, atau hipotek secara jelas, apabila terdapat pembebanan 

agunan dalam kegiatan pembiayaaan. 

13)  mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat 

penyelesaian perselisihan. 

14) ketentuan pemberian peringatan dalam hal Debitur wanprestasi. 

15) ketentuan eksekusi agunan dalam hal Debitur wanprestasi. 



9 

 

16)  ketentuan penjualan agunan dalam hal Debitur wanprestasi (jika 

ada). 

17) ketentuan mengenai mekanisme pelunasan piutang pembiayaan 

dan pengembalian uang kelebihan dari hasil penjualan agunan atau 

klaim asuransi disertai dengan jangka waktu dalam hal Perusahaan 

Pembiayaan melakukan mitigasi risiko dengan cara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dan huruf c. 

18) ilustrasi pembagian pokok piutang pembiayaan, bunga, dan 

outstanding pokok pembiayaan. 

19) ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan  

20) ketentuan mengenai denda. 

b. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan pembiayaan untuk 

pengadaan kendaraan bermotor dengan cara Pembelian dengan 

Pembayaran secara Angsuran, perjanjian pembiayaan wajib 

mencantumkan nilai uang muka. 

c. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan pembiayaan dengan 

cara Sewa Pembiayaan, perjanjian pembiayaan wajib mencantumkan 

nilai simpanan jaminan (security deposit). 

Namun kenyataannya pelaksanaan pembiayaan ini tidak sesuai 

untuk melengkapi syarat dalam prosedur pelaksanaan bagi pemohon dalam 

pemberian kredit barang eektronik dimana pada saat pemohon mengajukan 

permohonannya untuk meminjam sebuah barang elektronik masih saja ada 

oknum perusahaan yang tidak menaati peraturan yang telah diberlakukan 
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seperti tidak dengan jelas menanyakan pekerjaan pemohon atau tidak 

dengan bukti yang tepat, hal ini dialami sendiri oleh salah satu nasabah 

yang bernama Azharri Saputra dan Ramadhan Febrian seorang mahasiswa 

memiliki pekerjaaan sampingan sebagai online shop berpenghasilan tidak 

tetap, namun ia diberikan pinjaman kredit atas barang elektronik oleh 

pihak Home Kredit Indonesia di toko Golden Cell Pekanbaru. 

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan didalam 

latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merasa perlu untuk 

melakukan penelitian tentang pelaksanaan pembiayaan dalam pembelian 

barang elektronik dan apa-apa saja yang menjadi kendala dalam 

pelaksanaan pembiayaan oleh PT Home Credit Indonesia tersebut.  

 

B. Batasan Masalah 

Penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipersoalkan, maka penulis memberi pembatasan masalah dalam penelitian ini 

pada pembahasan mengenai Pelaksanaan Pembiayaan Dalam Pembelian 

Barang Elektronik Secara Kredit Melalui PT Home Credit Indonesia 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018 

Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan oleh Home Credit Indonesia ditinjau 

dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan? 
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2. Apa-apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembiayaan oleh 

PT Home Credit Indonesia di Toko Golden Cell? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini adalah untuk mengetahui, Pelaksanaan 

Pembiayaan Dalam Pembelian Barang Elektronik Secara Kredit Melalui 

Home Credit Indonesia Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 

Pembiayaan, namun secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan oleh Home Credit 

Indonesia ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 

/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 

Pembiayaan. 

b. Untuk mengetahui penyelesaian apabila terjadi kredit bermasalah di 

PT Home Credit Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian 

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan 

masalah yang diteliti. Adapun manfaat penelitian adalah : 

a. Untuk salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (SI)  pada 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

b. Untuk mendalami pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum 

khususnya Hukum Bisnis. 
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c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi peneliti berikutnya mengenai 

permasalahan yang sama. 

 

E. MetodePenelitian 

Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut 

metode ilmiah yang sistematik untuk menemukan informasi ilmiah dan atau 

teknologi yang baru. Pada dasarnya pemahaman penelitian mengarahkan pada 

suatu kegiatan terencana dengan menggunakan metode ilmiah guna 

menelusuri dan menemukan kebenaran atau ketidakbenaran suatu gejala atau 

fenomena.
6
 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian  yuridis 

sosiologis. Jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang 

menekankan pada ilmu hukum dan juga menelaah kaidah-kaidah sosial 

yang berlaku. Pendekatan yuridis maksudnya adalah pendekatan yang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masalah 

yang diteliti. Dedangkan yang dimaksud pendekatan sosiologis yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya 

dimasyarakat terhadap masalah yang diteliti. Jadi metode yuridis 

sosiologis ini melakukan pendekatan tidak hanya dari kaidah-kaidah 

                                                 
6
 Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode, Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, (Jakarta : 

Akademia Pustaka,2006), Hal 86. 



13 

 

hukum tetapi melakukan penelitian secara langsung kedalam lapangan 

dalam rangka memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk ditelaah. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang 

bersifat deskriptif, yaitu penelitian hukum yang dimaksudkan untuk 

menggambarkan dengan jelas tentang suatu keadaan secara subjektif 

sehingga dapat memecahkan masalah yang dikaji. Didalam penelitian 

menggambarkan secara tepat mengenai Pelaksanaan Pembiayaan Dalam 

Pembelian Barang Elektronik Secara Kredit Melalui Home Kredit 

Indonesia Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 

/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. 

2. Lokasi Penelitian 

Dengan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Toko Golden 

Cell yang terletak di Jl. Garuda Sakti km2 Panam Pekanbaru. Pemilihan 

lokasi ini karena dengan pertimbangan bahwa sumber data lokasi tepat 

dengan penelitian yang akan dikaji berkaitan dengan pembiayaan yang 

bekerja sama dengan PT Home Credit Indonesia dalam melakukan 

kegiatan usaha pembiayaan. 

3. Populasi dan sample 

a. Populasi 

Populsi adalah seluruh subjek penelitian bias berupa benda, 

orang atau hal lain yang di dalamnya bias dijadikan informasi penting 

berupa data penelitian. Penulis mengambil populasi dari pemilik toko 

ponsel, pihak marketing home credit, dan nasabah home credit. 
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b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki 

populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah  purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Alasan memilih sampel ini dengan kata lain, unit sampel yang 

dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan 

berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Sampel 

yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 1.1  

Tabel 1.1 

Table Populasi dan Sampel 

 

No Responden Populasi Sampel 

1 Pemilik Toko Golden Cell 1 orang 1 orang 

2 Marketing Home Credit 

Indonesia 

3 orang 2 orang 

3 Nasabah  25 orang  5 orang 

 Jumlah  29 orang 8 orang 

 

4. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

dari hasil penelitian pelaksanaan pembiayaan. Data ini diperoleh dari 

penelitian di Toko Golden Cell Pekanbaru yang berhubungan dengan 

masalah yang dikaji.  

b. Data Skunder 

Data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari tiga 

sumber bahan hukum, yaitu : 
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1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

bersifat autoriatif, artinya mempunyai otoritas. Yang menjadi 

bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, serta peraturan 

perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku mengenai 

penelitian ini. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa 

pendapat ahli, buku-buku, jurnal, makalah dan berbagai literatur 

yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dari lokasi maupun 

pustaka. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yaitu bahan yang 

memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder yakni dalam bentuk kamus, 

kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Indonesia, 

Ensiklopedia maupun jurnal hukum lainnya. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Meotde pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 

a. Studi Lapangan 

Wawancara adalah mengadakan tanya jawab secara langsung 

kepada pihak yang bersangkutan. 
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b. Studi Pustaka 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan menelaah 

buku-buku atau referensi dengan mencari, mempelajari peraturan 

perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang mendukung 

denganmateri peneliti ini. 

6. Teknik Analisia Data 

Data yang diperoleh dan dikumpulkan , baik data primer maupun 

data sekunder, diolah dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah 

penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi 

, tindakan dll, yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata, kalimat, dan 

bahasa pada suatu konteks yang alamiah (Moleong,2009:6). 

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi pustaka 

merupakan data yang dianalisis secara kualitatif, yaitu setelah data 

terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, 

selanjutnyadianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, 

kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat 

umum menuju hal yang bersifat khusus.
7
 Digunakannya penelitian ini 

dengan alasan agar penelitian ini terarah pada Pelaksanaan Pembiayaan 

Dalam Pemberian Kredit Barang Elektronik Secara Kredit Melalui PT 

Home Credit Indonesia Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

                                                 
7
 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Teori dan Praktek, Cetakan Kelima, (Rineka Cipta 

, Jakarta, 2006), hal. 87 
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Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 

Pembiayaan Pada Toko Golden Cell. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, terbagi 

dalam : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini merupakan bab yang menguraikan antara lain 

Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang, Batasan Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi 

penelitian yang dilakukan di Toko Golden Cell Jl. Garuda Sakti 

Panam Pekanbaru. 

BAB III :  TINJAUAN PUSTAKA 

   Bab ini berisi tinjauan umum pustaka yaitu : Pengertian Lembaga 

Pembiayaan, Fungsi Lembaga Pembiayaan, Jenis-jenis Lembaga 

Pembiayaan, Peran Lembaga Pembiayaan, Manfaat Lembaga 

Pembiayaan, Kelebihan Lembaga Pembiayaan, Kekurangan 

Lembaga Pembiayaan, Dan Produk Lembaga Pembiayaan. 

BAB IV:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

  Bab ini berisikan yang terdiri dari hasil penelitian dan 

pembahasan Pelaksanaan Pembiayaan Dalam Pembelian Barang 
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Elektronik Secara Kredit Melalui PT Home Credit Indonesia 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 

/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 

Pembiayaan Pada Toko Golden Cell Pekanbaru. 

BAB V :  PENUTUP 

  Dalam bab ini berisikan bagian akhir dari penyusunan penelitian 

ini yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang 

dilakukan dan saran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Home Credit Indonesia  

Home Credit mulai berdiri di Indonesia pada tahun 2013 di area 

Jakarta. Hingga awal tahun 2017, bisnis kami berkembang tidak hanya di 

Jabodetabek, tetapi juga di Bandung, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, 

Semarang, Malang, Denpasar, Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang, 

Banjarmasin, Pontianak, Manado, dan Balikpapan. Kami berencana untuk 

mengembangkan layanan ke seluruh kota-kota di Indonesia hingga tahun 

2018.       

Kami menyediakan pembiayaan di toko (pembiayaan non-tunai 

langsung di tempat) untuk konsumen yang ingin membeli produk-produk 

seperti alat rumah tangga, alat-alat elektronik, handphone, dan furnitur. Di 

samping itu, kami juga menyediakan pembiayaan multiguna yang kami 

tawarkan kepada pelanggan setia kami. Pelanggan kami bisa menggunakan 

pembiayaan multiguna untuk pembiayaan renovasi rumah, biaya pendidikan, 

atau bahkan berlibur. Seiring dengan berkembangnya jaringan distribusi kami, 

varian produk kami juga akan semakin berkembang. 

 

B. Sejarah Kecamatan Tampan 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu 

Kecamatan yang berbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang 

perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada 
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tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ±199.792 KM2. Terbentuknya 

Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari 

Kabupaten Kampar yaitu: 

1. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar 

2. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu  

3. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu 

4. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu 

Jadi dari 4 (empat) Desa inilah Kecamatan Tampan ini terbentuk yang 

berdasarkan PP No.19 Tahun 1987 yang diatas tadi. Pada  tahun  2003  

Pemerintah  Kota  Pekanbaru  mengeluarkan  Perda No.03  Tahun  2003,  

wilayah  Kecamatan  Tampan  dimekarkan  menjadi  2 Kecamatan dengan 

batas-batas sebagai berikut: 

1. Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Kecamatan  Marpoyan  Damai  

(Kota Pekanbaru) 

2.  Sebelah Barat   berbatasan   dengan   Kecamatan   Tambang   (Kabupaten 

Kampar)  

3. Sebelah Utara berbatasan  dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota 

Pekanbaru) 

4. Sebelah  Selatan berbatasan  dengan  Kecamatan  Tambang  (Kabupaten 

Kampar) 

Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah ± 65 KM2  

yang terdiri dari 4 kelurahan yaitu: 
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1. Kelurahan Simpang Baru 

2. Kelurahan Tuah Karya 

3. Kelurahan Sidomulyo Barat 

4. Kelurahan Delima 

Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaan tanahnya datar dan sebagian 

lagi  rawa-rawa,  adapun  jenis  tanahnya  adalah  Agromosol.  Jenis  tanah  ini 

sangat cocok digunakan untuk pertanian. 

 

C. Keadaan Penduduk 

Kecamatan Tampan merupakan sebuah Kecamatan yang terbentuk 

berdasarkan PP. No.19 Tahun 1987, yang warga masyarakatnya merupakan 

masyarakat majemuk dan beraneka ragam terdiri atas berbagai macam suku, 

budaya dan adat istiadat. 

Dalam kelangsungan hidup dan jalanya roda pemerintahan Kecamatan 

Tampan ini memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dan diberdayakan 

dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya khususnya dalam bidang 

ekonomi dengan potensi antara lain: memiliki jumlah penduduk terbanyak 

nomor dua setelah Kecamatan Bukit Raya dari delapan Kecamatan 

lainnya,  

Kecamatan Tampan dilalui oleh jalan raya yang menghubungkan dua 

propinsi yaitu  Propinsi  Riau  dan  Sumatra Barat  yang mempunyai  

pengaruh  sangat positif terhadap perekonomian masyarakat Tampan. 

Sehingga mempunyai pengaruh yang segnifikasi terhadap kesejahteraan 

masyarakat Kecamatan Tampan. 
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Adapun jumlah penduduk sesuai dengan data yang penulis peroleh 

dari kantor Kecamatan Tampan melalui papan statistik. Maka jumlah 

penduduknya sebanyak 173,281 jiwa dengan 42,221 KK. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini: 

Tabel II.1 

Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan 

 
 

 

No 

 

 

Kelurahan 

 
Jumlah 

RW 

 
Jumlah 

RT 

 
Jumlah 

KK 

Jumlah 

Penduduk 

Menurut Jenis 

 
Jumlah 

Jiwa 
LK PR 

 
1 

2 

3 

4 

Simpang 

Baru 

Sidomulyo 

Barat 

Tuah Karya 

Delima 

 
16 

19 

13 

13 

 
71 

100 

92 

73 

 
11,138 

10,188 

13,564 

7,286 

 
21,326 

22,324 

28,783 

16,911 

 
22,482 

21,039 

26,760 

16,009 

 
43,808 

43,363 

55,543 

32,920 

Jumlah 61 336 42,221 89,344 86,290 175,634 

(Sumber: Kantor Camat Tampan 2012) 
 

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Tampan yang 

paling banyak adalah yang terdaftar pada Kelurahan Tuah Karya yang 

berjumlah 55,543 jiwa dengan perincian data dari 13 Rukun Warga (RW), 92 

Rukun Tetangga (RT), 13,564 Kepala Keluarga (KK), 28,783 orang 

berjenis kelamin Laki-laki (LK), 26,760 orang berjenis kelamin Perempuan 

(PR).  
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Tabel II.2 

Daftar Rekapitulasi Jumlah Penduduk 

 
 

 
No 

 

 
Kecamatan 

Status Kewarganegaraan Pertambahan Penduduk 

WNI WNA 
 

 

Jumlah 

Lahir Datang 

L 

P 

L 

P 

 

L 
 

P 
 

L 
 

P 

 

1 

2 

3 

4 

Simpang Baru 

Sidomulyo 

Barat 

Tuah Karya 

Delima 

 

43,795 

43,351 

55,543 

32,918 

 

1

3 

1

2 

0 

2 

 

43,808 

43,363 

55,543 

32,920 

 

60 

189 

227 

220 

 

140 

169 

221 

239 

 

43 

395 

403 

450 

 

160 

305 

384 

473 

 Jumlah 175,607 2

7 

175,634 696 769 1,291 1,32

2  
 
 

 

 
No 

 

 
Kecamatan 

Pengurangan Penduduk Penduduk 

Sekarang Mati Pindah WNI WNA 
 

 

Jumlah 
 

L 
 

P 
 

L 
 

P 
L 

P 

L 

P 
 

1 

2 

3 

4 

Simpang Baru 

Sidomulyo 

Barat 

Tuah Karya 

Delima 

 

22 

39 

62 

60 

 

21 

6 

60 

48 

 

26 

94 

324 

639 

 

24 

96 

365 

431 

 

43.79

5 

43.35

1 

55.54

3 

32.91

8 

 

13 

12 

0 

2 

 

43,808 

43,363 

55,543 

32,920 

 Jumlah 183 135 1,083 916 175.60

7 

27 175,634 
(Sumber : Kantor Kecamatan Tampan) 

 
Berdasarkan tabel di atas jumlah warga negara indonesia 175,607 

jiwa, sedangkan jumlah negara asing berjumlah 27 jiwa, sedangkan 

pertambahan pendududuk yang lahir laki-laki berjumlah 696 jiwa,sedangkan 

perempuan berjumlah 769 jiwa, sedangkan pertambahan penduduk yang 

pendatang laki- laki berjumlah 1,291 jiwa dan perempuan berjumlah 1,322 

jiwa. Pengurangan penduduk   yang   meninggal   laki-laki   berjumlah   183   

jiwa,   sedangkan perempuan 135 jiwa, sedangkan  yang berpindah laki-

laki berjumlah 1,083 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 916 jiwa.untuk 

penduduk sekarang warga negara indonesia laki-laki dan perempuan 
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berjumlah 175,607 jiwa, sedangkan  warga negara asing laki-laki dan 

perempuan berjumlah 27 jiwa.  

 

D. Mata Pencaharian 

Untuk menopang hidupnya, penduduk Kecamatan Tampan yang terdiri 

dari  4  Kelurahan  yaitu  :  Simpang  Baru,  Sidomulyo  Barat,  Tuah  Karya, 

Delima. Pada umumnya Kecamatan Tampan ini mayoritas hidupnya dengan 

mata pencaharian berdagang tetapi selain itu juga ada yang bekerja sebagai 

guru, pegawai negeri, karyawan sewasta, dan lain-lain. 

Adapun  jumlah  penduduk  menurut  jenis  pekerjaan  yang  penulis 

peroleh dari kantor Kecamatan Tampan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel II.3 

Data Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan 

 
 

No 

 

Pekerjaan 

Kelurahan 

Simpang Baru Sidomulyo Barat Tuah Karya Delima 

1 Belum/ Tidak Bekerja 1.064 8.540 1.378 2.409 

2 Mengurus Rumah 1.146 3.909 7.520 2.208 

3 Pelajar/Mahasiswa 2.269 8.483 7.895 2.182 

4 Pensiunan 58 316 585 1.274 

5 Pegawai Negeri Sipil 1.120 911 810 1.661 

6 Tentara Nasional 25 88 62 746 

7 Kepolisian Republik 75 63 64 384 

8 Perdagangan 785 794 631 1.793 

9 Petani/Perburuhan 78 721 600 135 

10 Peternakan 80 28 0 216 

11 Karyawan Swasta 347 320 547 964 

12 Karyawan BUMN 125 173 165 102 

13 Karyawan BUMD 65 131 167 89 

14 Tukang Kayu 25 216 171 197 

15 Dosen 135 188 167 12 

16 Guru 180 811 1.777 60 

17 Pedagang 4.688 1.023 1.106 1.125 

18 Wiraswasta 5.210 3.019 11.104 1.160 

 Jumlah 17.475 29.734 34.749 16.717 

(Sumber : Kantor Kecamatan Tampan) 
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 Berdasarkan tabel di atas maka dapat di ketahui bahwa jenis pekerjaan 

kecamatan Tampan simpang Baru Mayoritas Wiraswasta berjumlah 5.210 

orang, sedangkan Sidomulyo Barat mayoritas belum/tidak bekerja berjumlah 

8.540 orang, sedangkan Tuah Karya mayoritas  Wiraswasta berjumlah 11.104 

orang,   sedangkan   Delima   mayoritas   pekerjaan   Belum/Tidak   Pekerja 

berjumlah 2.409 orang. 

Dan salah satunya adalah dagang, diantaranya adalah Golden Cell 

Pekanbaru, adalah sebuah Outlet Grosir Hp Pekanbaru yang sedang berjalan 

sebagai Toko Ponsel di Pekanbaru Terpercaya, Terupdate, dan selalu online. 

Alamat toko golden cell di Jl. Garuda Sakti km2, Simpang Baru, Kec. Tampan, 

Kota Pekanbaru, Riau 28292. 

Golden Cell Pekanbaru berdiri pada tahun 2003 Perusahaan  ini  

bergerak  dalam bidang perdagangan pulsa isi ulang, voucher, kartu perdana 

dan accesoris handphone.  Alasan  mengapa  bapak  Iwan  memilih  usaha  

dalam  perdagangan  pulsa  yaitu karena melihat kemungkinan bahwa di masa 

yang akan datang jumlah pengguna teknologi alat komunikasi yang disebut 

handphone (HP) akan semakin meningkat. Disinilah awal bapak Iwan tertarik 

untuk membuka sebuah usahanya tersebut, karena kebutuhan akan pulsa akan 

bertambah pula. 

Perusahaan ini semula hanya menjual pulsa isi ulang dan berbagai 

kartu perdana. Saat ini perusaahaan menambah berbagai macam barang yang 

diperjual belikannya seperti  voucher,  accesoris  handphone  yang terdiri  

dari  chasing,  baterai,  headset, charger dan lain-lain.  
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1. Kegiatan penjualan dengan datangnya konsumen ke konter 

Karyawan  Golden Cell Pekanbaru melayani  secara  langsung  

konsumen  yang  datang  untuk membeli produk yang dibutuhkannya. 

Adapun daftar produk yang disediakan oleh Golden Cell Pekanbaru: 

Tabel II.4 

Jenis Produk 
 

No Jenis Barang (Produk) 

1 Pulsa Telkomsel (M-Kios) 

2 Pulsa Indosat (M-Tronik) 

3 Pulsa Pro-XL 

4 Pulsa Esia 

5 Pulsa Flexy 

6 Pulsa Three 

7 Kartu Perdana Simpati 

8 Kartu Perdana Flash 

9 Kartu Perdana As 

10 Kartu Perdana Axis 

11 Kartu Perdana Tri 

12 Kartu Perdana IM3 

13 Kartu Perdana Pro-XL 

14 Kartu Perdana Esia 

15 Kartu Perdana Flexy 

16 Kartu Perdana Smatfren 

17 Charger BB 

18 Charger Nokia B 

(Sumber: Golden Cell: 2013) 
 
 

2. Proses Pencatatan Transaksi 

Setelah menerima permintaan konsumen, karyawan Golden Cell 

akan mencatat transaksi penjualan pada buku yang telah disediakan sesuai 

dengan prosedur pembayarannya, apakah penjualan itu dilakukan secara 

tunai atau tidak. 
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3. Pembelian Produk (persediaan) pada Golden Cell 

Produk yang dijual oleh Golden Cell dibeli dari agen dan 

distributor-distributor pulsa besar di Bandung. Pengelola Golden Cell akan 

membeli pulsa dan berbagai produk yang disediakan apabila persediaan 

produk tersebut telah terjual atau persediaan produk telah sedikit. Adapun 

waktu pembelian persediaan adalah setiap hari kecuali hari Minggu. 
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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Teori Pelaksanaan Pembiayaan  

1. Pengertian Pembiayaan  

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu 

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. 

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefisikan pendanaan 

yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari’ah kepada 

nasabah. 

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana 

telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam 

pasal 1 Nomor 12, “Pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil
8
. 

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992, yang dimaksud dengan 

pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat 

dipersembahkan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam, 

meinjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam 

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu di tambah dengan 

                                                 
8
 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah ( Yogyakarta: Ekonisia, 2005), Hlm. 260. 
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sejumlah harga imbalan atau bagi hasil.23 Sedangkan menurut Undang-

Undang Perbankan Syari’ah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, pembiayaan 

adalah penyedian dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 

berupa
9
: 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudarabahdan Musyarakah. 

b. Transaksi sewa menyewa dalm bentuk Ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk Ijarah, Muntabiha bi at-Tamlik. 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piuatang murabahah Salam dan 

Istishna. 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk pitang atau qard 

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalm bentuk Ijarah untuk transaksi multi 

jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah 

atau unit usaha staru’ah (UUS) dab pihak lain yang mewajibkan pihak- 

pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mngembalikan 

dana tresebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujrah, 

tanpa imbalan atau bagi hasil. 

2. Tujuan Pembiayaan  

Tujuan Pembiayaan Menurut Muhammad secara umum tujuan 

pembiayaan Secara makro pembiayaan bertujuan untuk: 

a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses 

secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan 

                                                 
9
 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah (Yogyakarta: KALIMEDIA, 

2015), hlm. 2 
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akses ekonomi, Dengan demikian dapat meningkatkan taraf 

ekonominya.  

b. Tersedianya Dana bagi Peningkatan, artinya untuk pengembangan 

usaha membutuhkan dana tambahan, Dana tambahan ini dapat 

diperoleh dengan melakukan pembiayaan, Pihak yang surplus dana 

menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan. 

c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan 

peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya 

produksinya.  

d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor 

usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha 

tersebut akan menyerap tenaga kerja. 

3. Unsur Pembiayaan  

Unsur-unsur dalam pembiayaan antara lain: 

a. Bank syariah 

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada 

pihak lain yang membutuhkan dana. 

b. Mitra usaha/partner 

Merupakan   pihak   yang   mendapatkan   pembiayaan   dari   

bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah. 

c. Kepercayaan 

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang 

menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk 
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mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu 

tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan 

kepada mitra usaha sama artinya dengan bank syariah memberikan 

kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak 

penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya. 

d. Akad 

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan 

yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra. 

e. Risiko 

Setiap  dana  yang  disalurkan/diinvestasikan  oleh  bank  

syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko 

pembiayaan merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan 

timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali
10

. 

f. Jangka waktu 

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk 

membayar kembali  pembiayaan  yang telah  diberikan  oleh bank 

syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara laian jangka pendek, 

jangka  menengah,  dan  jangka  panjang.  Jangka  pendek  adalah 

jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. 

Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam 

melakukan pembayaran kembali antara satu hingga tiga tahun. Jangka 

                                                 
10

 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), Cetakan I, h.160-161 
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panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang 

lebih dari tiga tahun. 

g. Balas jasa 

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, 

maka  nasabah  membayar  sejumlah  tertentu  sesuai  dengan  akad 

yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah
11

. 

4. Jenis-Jenis Pembiayaan 

a. Menurut sifat penggunaannya yaitu: 

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha 

produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan menurut 

keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Pembiayaan modal kerja Yaitu pembiayaan untuk memenuhi 

kebutuhan:  peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu 

jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan 

kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan 

perdagangan  atau peningkatan  utility of place  dari  suatu 

barang. 

2) Pembiayaan investasi Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-

barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat 

kaitannya dengan itu. 

 

                                                 
11

 Ismail, Perbankan..., h.113-118 
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b.  Menurut jangka waktunya, dibagi menjadi: 

1) Pembiayaan jangka pendek Pembiayaan  yang  diberikan  dengan  

jangka  waktu  maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek 

biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal 

kerja yang mempunyai siklus  usaha  dalam  satu  tahun  dan  

pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah. 

2) Pembiayaan jangka menengah Diberikan dengan jangka waktu 

antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat 

diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan 

konsumsi. 

3) Pembiayaan jangka panjang Pembiayaan  yang  jangka  

waktunya  lebih  dari  tiga  tahun. Pembiayaan ini pada 

umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya 

untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin 

dan peralatan yang nominalnya  besar serta  pembiayaan  

konsumsi  yang  nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk 

pembelian rumah. 

c. Menurut  segi jaminan, pembiayaan dibagi menjadi: 

1) Pembiayaan dengan jaminan Pembiayaan  dengan  jaminan  

merupakan  jenis  pembiayaan yang didukung dengan jaminan 

(agunan) yang cukup. 
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2) Pembiayaan tanpa jaminan Pembiayaan  yang diberikan  kepada 

nasabah  tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini 

diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan 

5. Fungsi Pembiayaan  

Fungsi Pembiayaan Pembiayaan secara umum berfungsi untuk
12

: 

a. Meningkatkan daya guna uang, para penabung menyimpan uangya di 

dalam bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut 

dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna 

suatu usaha peningkatan produktifitas.  

b. Menigkatakan daya guna barang, produsen dengan bantuan 

pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi 

sehingga utility bahan tersebut meningkat. Contoh peningkatan utility 

kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa. 

c. Meningkatkan peredaran uang, pembiayaan yang disalurkan melalui 

rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang 

giral dan sejenisnya. Melalui pembiayaan, peredaran uang giral akan 

lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan 

berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif 

 

 

 

                                                 
12

 Ibid  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1. Proses Pelaksanaan Dalam Pembelian Barang Elektronik Secara Credit 

Melalui Home Kredit Di Toko Golden Cell pembiayaan yaitu 

mendownload aplikasi my Home Credit untuk memasukan identitas dan 

persyaratan lainnya dengan cara menyalin prosedur perjanjian kontraktual 

tertulis dimana pihak Home Credit Indonesia akan mengajuakan 

pembiayaan yang dibutuhkan. 

2. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada dasarnya tidak 

menggunakan istilah kredit sebagaimana yang digunakan dalam UU 

No. 10 Tahun  1998,  tetapi  menggunakan  istilah  pembiayaan  sebagai  

padanan  kata kredit  seperti home kredit dalam  sistem  lembaga  

keuangan  syariah.  Pembiayaan home kredit  didefinisikan dalam Pasal 1 

Angka 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.  

 

B. Saran  

1. Pihak yang membuat perjanjian harus lebih teliti dalam isi perjanjian, 

harus tau hak dan kewajibannya yang mempunyai hubungan hukum harus 

di penuhi kewajibannya.Hubugan antara perusahaan pembiayaan dengan 

Toko/ supplier sebagai penjual dan pembeli yang tidak mempunyai 

hubungan khusus harus diperhatikan secara seksama.  
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2. Perusahaan Pembiayaan harus menyadari ketika kewajiban konsumen  

sudah dilaksanakan selesai maka ikatan perjanjian pun sudah selesai. 

Perusahaan pembiayaan tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang 

dilarang dalam aturan hak asasi manusia agar tidak merugikan salah satu 

pihak. 
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